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Abstract

Taxpayer compliance is a condition that shows the taxpayer fulfills all tax
obligations and carries out his tax rights. This study aims to examine and analyze the
effect of service, supervision and tax audit on corporate taxpayer compliance which is
moderated by digitalization of tax administration. The type of research used is
quantitative research, with primary data collected through questionnaires.
Respondents from this study were corporate taxpayers who were at the Cengkareng
Tax Office. The method of determining the sample using purposive sampling method.
The samples that were processed were 100 questionnaires using the Smart PLS 3.0
program. In previous studies, digitizing tax administration as an independent variable
and there has never been a study using digitization of tax administration as a
moderating variable. The results of this study indicate that tax services and audits have
a positive effect on corporate taxpayer compliance, while tax supervision has no effect
on corporate taxpayer compliance, and digitalization of tax administration does not
strengthen the effect of tax service, supervision and audit. Further researchers can
further examine the causes of the lack of effect of tax supervision on taxpayer
compliance and the causes of digitalization of tax administration not strengthening the
effect of service, supervision and tax audit.

Keywords: Tax Services; Tax Supervision; Tax Audit; Digitizing Tax Administration;
Taxpayer Compliance.

Abstrak

Keputusan wajib pajak adalah kondisi yang menunjukkan pembayar pajak
memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak pajaknya. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh dari service, supervision dan tax
audit dalam kepatuhan wajib pajak perusahaan yang dimoderasi tax administrasi
digital. Penelitian ini menggunakan kuantitatif research dengan mengumpulkan data
primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini wajib pajak di kantor pajak
Cengkareng. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling.
Sampel yang diproses adalah 100 kuesioner dengan menggunakan program Smart PLS

37


mailto:mimiyap0212@gmail.com

38 Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 9 No. 1 Maret 2022

3.0. penelitian sebelumnya, digitizing tax administration sebagai variabel independen
dan belum pernah ada yang menggunakan digitizing tax administration sebagai
variabel moderasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan tax service dan audit
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. Sementara tax
supervision tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, dan
digitalisasi pada administrasi pajak tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap
tax service, supervision, dan audit. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kurangnya
pengaruh pada pengawasan pajak pada kepatuhan wajib pajak dan penyebab
digitalisasi pada tax administrasi tidak memperkuat pengaruh pelayanan, pengawasan
dan pemeriksaan pajak.

Keywords: Tax Services; Tax Supervision; Tax Audit; Digitizing Tax Administration;
Taxpayer Compliance

JEL Classification : M41, M42

Submission date: 3Februari 2022 Accepted date: 8 Februari 2022

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk
membiayai pembangunan Nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor
pajak memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh penerimaan Negara dan
jumlah tersebut harus tercapai. Pada laporan OECD 2020, menunjukkan bahwa pada
tahun 2018 rasio perbandingan perolehan pajak Indonesia terhadap Penerimaan
Domestik Bruto (PDB) atau tax-to-GDP Ratio masih tergolong relatif rendah yaitu
sekitar 11,9% dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak Negara-Negara anggota
OECD sebesar 34,3%. Di samping itu, rasio pajak di Indonesia juga cenderung
menurun dari tahun ke tahun, padahal target rasio pajak dari Menteri Keuangan adalah
15 %, dan sampai tahun 2020 target tersebut masih belum mencapai, sedangkan target
penerimaan pajak setiap tahun kian meningkat. Berdasarkan laporan Lakin DJP, tahun
2019 rasio pajak Indonesia turun menjadi 10,7% dari sebelumnya sebesar 11,9% dan
tahun 2020 kembali turun menjadi 8,94%. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dengan
melakukan reformasi perpajakan dengan perbaikan pada lima pilar reformasi yaitu
organisasi, sumber daya manusia, basis data dan teknologi informasi, proses bisnis
serta peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk perwujudan reformasi organisasi dan sumber daya manusia
yaitu adanya Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak yang berfungsi
untuk memberikan pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak sehingga diharapkan
kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pada penelitian (Widomoko & Nofryanti,
2017) serta penelitian (Syahputra & Simanjutak, 2018) maupun penelitian (Prihastini &
Fidiana, 2019) menunjukkan bahwa pelayanan dan pengawasan pajak berpengaruh
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positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak berwenang
melakukan pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Wajib Pajak maupun untuk tujuan lainnya. Sejumlah penelitian sebelumnya
tentang pengaruh pemeriksaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil
yang berbeda. (Joman et al., 2020) meneliti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Badan memberikan hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan
semakin menurun karena adanya pemeriksaan pajak. Demikian juga hasil penelitian
(Alshrouf, 2019) yang mengungkapkan kenyataan bahwa setelah diperiksa petugas
pajak, kepatuhan Wajib Pajak malah mengalami penurunan. Lain halnya dengan
(Wahda et al., 2018) , kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wajib Pajak
menjadi semakin taat pajak setelah adanya pemeriksaan. Adapula hasil penelitian yang
memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib
Pajak, yaitu penelitian (Nugrahanto & Andri Nasution, 2019) dan penelitian (Arifin &
Syafii, 2019). Reformasi perpajakan lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
yaitu memperbaiki basis data dan teknologi informasi dengan melakukan digitalisasi
administrasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan integritas sistem perpajakan.
Digitalisasi membuat semua prosedur pajak mempunyai jejak digital atau digital traces
yang akan meningkatkan pengawasan dalam setiap proses. Beberapa penelitian
terdahulu yaitu penelitian (Sifile et al., 2018) menjelaskan bahwa adanya peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak setelah penerapan e-filling. Penelitian (Astana & Merkusiwati,
2017), (Antari, 2019) menjelaskan bahwa ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak atas
diterapkannya sistem administrasi perpajakan secara digital. Penelitian (Night &
Bananuka, 2020), penelitian (Ajala & Adegbie, 2020) dan penelitian (Wahyuni et al.,
2020) juga mempunyai hasil yang sama yaitu menunjukkan ada hubungan positif
antara e-tax system dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian penelitian (Audu &
Ishola, 2021) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan di Negeria mempunyai
pengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian (Arifin & Syafii, 2019)
menyatakan bahwa diterapkannya e-billing serta e-filing, tidak mempunyai pengaruh
pada kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

Fenomena bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi di bidang
perpajakan tetapi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajibannya masih
belum meningkat secara signifikan, yaitu dalam laporan APBN KITA Februari 2021,
tingkat kepatuhan WPOP Karyawan sebesar 85,42% sedangkan tingkat kepatuhan
Wajib Pajak Badan hanya sebesar 60,17%. Selain itu adanya hasil yang berbeda-beda
pada sejumlah penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pelayanan, pengawasan dan
pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka penelitian ini akan menguji
dan menganalisis apakah pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan variabel
digitalisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi, yang pada penelitian
sebelumnya merupakan variabel independen. jadi penelitian ini juga menguji dan
menganalisis apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh
pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan.
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REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (Compliance Theory) yang diperkenalkan oleh (Tyler, 1990)
menyebutkan bahwa dalam literatur sosiologi terdapat dua persepktif yang mendasar
bagi seorang individu untuk mematuhi hukum, yaitu instrumental dan normatif.
Perspektif instrumental memberikan asumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh
kepentingan pribadi dan adanya insentif dan penalti sebagai akibat dari perilaku
mereka. Perspektif normatif berkaitan dengan hal yang diyakini seseorang sebagai
moral walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Teori Kepatuhan ini
relevan untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak patuh melakukan
pembayaran dan pelaporan pajaknya karena ada hukum yang mengharuskan Wajib
Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Perspektif instrumental dalam teori
kepatuhan ini mengasumsikan bahwa perilaku individu mematuhi hukum karena
adanya insentif dan penalti, sehingga dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan
pajak akan membuat Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajibannya karena takut
dikenakan penalti.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) dikembangkan oleh
(Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa Niat dan Perilaku individu terbentuk karena
ada gabungan dari beberapa unsur yakni sikap individu, norma subjektif, serta persepsi
kontrol perilaku. Sikap individu dalam bertindak adalah keyakinan individu tersebut
secara subjektif. Norma subjektif merupakan alasan seseorang melakukan atau tidak
melakukan sesuatu disebabkan oleh tekanan sosial sehingga mempengaruhi perilaku
individu, dan persepsi kontrol perilaku merupakan suatu pengendalian individu tersebut
dalam melakukan suatu tindakan. Teori Perilaku Terencana bertujuan untuk
menjelaskan tingkah laku Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan
pelaporan pajaknya, yaitu sikap atau tindakan Wajib Pajak dipengaruhi oleh niat dan
norma subjektif yang dirasakan. Menurut TPB ini, apabila Wajib Pajak menerima
pelayanan yang memuaskan, adanya pengawasan dan pemeriksaan pajak, maka
diperkirakan ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Teori Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance model)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh (Davis, 2011). Teori
ini menerangkan faktor-faktor penentu penerimaan suatu informasi berbasis teknologi
oleh individu dan pengaruhnya terhadap individu tersebut. Penerimaan suatu teknologi
dipengaruhi oleh persepsi dan reaksi pengguna teknologi itu sendiri. Tolok ukur suatu
penerimaan suatu teknologi ialah persepsi pengguna mengenai kebermanfaatan dan
kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Sesuai dengan teori TAM ini, maka
Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan digitalisasi administrasi perpajakan yang
mudah digunakan dan Wajib Pajak menjadi tidak ada kesulitan untuk melakukan
kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan ada peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak.
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Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak bisa dirumuskan sebagai tindakan taat dan tunduk pada
ketentuan pajak. Menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan pajak dibagi menjadi kepatuhan
formal dan material. Apabila Wajib Pajak melakukan pendaftaran sendiri untuk
mendapatkan NPWP, menghitung pajak yang terutang dan membayarkannya sesuai
ketentuan, serta mengirimkan laporan SPT masa dan SPT Tahunannya dengan tidak
terlambat sesuai dengan peraturan pajak, maka Wajib Pajak tersebut sudah memenuhi
kepatuhan pajak secara formal. Pemenuhan kepatuhan formal saja tidak cukup, Wajib
Pajak juga harus memenuhi kepatuhan material. Kepatuhan material adalah kondisi saat
Wajib Pajak secara substansial melaksanakan seluruh ketentuan material pajak yaitu
menghitung dan menyetor pajak dengan sebenar-benarnya serta mengisi SPT secara
benar dan lengkap sesuai ketentuan pajak yang berlaku, kemudian melaporkannya
sebelum tenggang waktu berakhir.

Pelayanan Pajak

(Keller, 2013) mendefinisikan pelayanan yaitu apabila suatu pihak memberikan
sesuatu kepada pihak lainnya yang prinsipnya bukan berbentuk materi dan tidak
menimbulkan kepemilikan apapun. Menurut PMK No. 79 tahun 2015, fungsi pelayanan
kepada Wajib Pajak yang ditugaskan kepada AR yaitu memproses permohonan Wajib
pajak, mengusulkan pembetulan tagihan pajak, melakukan konsultasi pajak,
membimbing Wajib Pajak supaya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan
menyelesaikan proses pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengawasan Pajak

(Daulay et al., 2017) menyatakan bahwa pengawasan adalah penetapan standar
pelaksanaan dari tujuan perencanaan, perancangan sistem informasi timbal balik,
perbandingan aktivitas sebenarnya dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya,
pengidentifikasian dan pengukuran penyimpangan serta pengambilan langkah
perbaikan yang diperlukan supaya seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan
berfungsi sebagaimana mestinya untuk pencapaian tujuan perusahaan yang telah
ditentukan. PMK No. 79/PMK.01/2015 pasal 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan
fungsi pengawasan Account Representative mempunyai tugas membuat profil Wajib
Pajak, memuktahirkan data Wajib pajak, menganalisis performa Wajib Pajak dan
mengawasi kepatuhan pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak. Apabila ditemukan
ketidaksesuaian maka dapat memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan pada PMK nomor 17 tahun 2013 adalah kegiatan
penghimpunan dan pengolahan data, informasi, dan bukti yang ada sesuai dengan
undang-undang dan mempunyai tujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
kewajiban pajak maupun tujuan lain sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.
Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
maupun untuk tujuan lainnya. Jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dapat berupa pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat tinggal,
tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. dan
pemeriksaan kantor yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak.
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Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Transformasi digital yang berubah secara luas dan cepat dapat menimbulkan
tantangan yang besar bagi kebijakan publik, termasuk pajak. Direktorat Jenderal Pajak
melakukan reformasi teknologi informasi dengan mengembangkan core tax system DJP
maupun sistem pendukung yang lain. Digitalisasi admininistrasi perpajakan yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi proses pendaftaran NPWP,
proses pembayaran hingga pelaporan SPT dan dokumen pajak lainnya.

HIPOTESIS

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak sering membandingkan kualitas pelayanan yang mereka terima
dengan harapan atau keinginan yang ada pada persepsi mereka. Apabila pelayanan
pajak yang diterima sesuai atau diatas harapan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak
mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus adalah baik. Sebaliknya jika Wajib Pajak
menerima pelayanan yang kurang sesuai dengan harapan mereka maka Wajib Pajak
menyebut pelayanan fiskus tersebut tidak baik. Hal ini relevan dengan Teori Perilaku
Terencanan (TPB) menerangkan bahwa suatu perilaku terbentuk karena adanya niat,
dan norma subyektif yang dirasakan. Pada penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017)
mengemukakan adanya kualitas pelayanan optimal yang diterima Wajib pajak seperti
adanya sarana dan prasarana yang nyaman, jumlah petugas pajak dibagian pelayanan
terpadu memadai, AR bersikap sopan, ramah dan dapat menjalin komunikasi yang baik
dengan Wajib Pajak, pelayanan dilakukan dengan cepat dan tepat maka akan ada
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017)
mengemukakan bahwa pelayanan Account Representative berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Syahputra &
Simanjutak, 2018) dan penelitian (Prihastini & Fidiana, 2019) juga menunjukkan
pelayanan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis dapat dirumuskan:
H1: Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Badan.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Teori kepatuhan dan teori perilaku terencana (TPB) yang menyatakan bahwa
seseorang mematuhi hukum karena adanya penalti, dan karena ada tekanan sosial
sehingga teori ini relevan dengan pengawasan dari Account Representative mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017)
mengemukakan bahwa AR yang melakukan pengawasan dengan menerbitkan surat
tagihan dan surat pemberitahuan atas besarnya nilai tagihan pajak yang belum
dibayarkan, menghimbau untuk menyetorkan pajak SPT masa dan tahunan dan
memberikan usulan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang ada, akan membuat Wajib Pajak lebih mematuhi
pelaksanaan kewajiban pajaknya. Penelitian (Deli & Murtani, 2019) juga menyatakan
kepatuhan Wajib Pajak yang mendaftarkan sendiri untuk memiliki NPWP, menghitung
dan menyetorkan kembali kekurangan pajaknya, menghitung dan membayar pajak
terutang, dan membayar tagihan pajak akan semakin meningkat apabila ada
pengawasan dari Account Representative. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di
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atas, dan hasil penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017) dan (Deli & Murtani, 2019),

maka hipotesis dapat dirumuskan:

H2: Pengawasan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Perpektif instrumental pada teori kepatuhan (Compliance Theory)
mengasumsikan bahwa perilaku individu untuk mematuhi peraturan karena takut
adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana (TPB), tindakan seseorang
dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga pemeriksaan pajak
mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk menghindari sanksi
dan penalti yang akan timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik
dan benar. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu (Wahda et al., 2018) menguji
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan
bahwa pemeriksaan pajak yang semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin
meningkat dan (Prihastini & Fidiana, 2019) menyatakan bahwa apabila pemeriksaan
pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin sering dilakukan maka akan semakin baik
pula kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian (Wahda et al., 2018) dan
penelitian (Prihastini & Fidiana, 2019) yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka hipotesis dapat dirumuskan:
H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pelayanan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Digitalisasi administrasi perpajakan akan memudahkan fiskus untuk
memberikan pelayanan pajak karena fiskus mempunyai data yang lengkap dan
terperinci atas Wajib Pajak tersebut. Di lain pihak, adanya dukungan layanan digital
pada laman DJP online akan memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan
pembayaran dan pelaporan pajaknya. Teori penerimaan teknologi (7echnology
Acceptance Model) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu
teknologi adalah kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan teknologi tersebut.
Dengan adanya layanan perpajakan online yang mudah digunakan diharapkan semakin
meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Obert, et al (2018) menjelaskan
bahwa penggunaan e-filing yang mudah membuat Wajib Pajak dapat lebih cepat untuk
melaporkan pajaknya sehingga ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang
sama untuk penelitian (Night & Bananuka, 2020), menunjukkan penerapan e-tax
system serta sikap Wajib Pajak terhadap e-tax system secara signifikan mempunyai
pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017)
dan penelitian (Antari, 2019) memperlihatkan hasil bahwa adanya pengaruh yang
positif atas diterapkannya sistem administrasi perpajakan yang modern terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Wahyuni et al., 2020) menyatakan bahwa
kemudahan penggunaan e-tax system juga mempunyai positif terhadap kepatuhan
perpajakan. Wajib Pajak yang mengharapkan kemudahan pelayanan pajak yang
didukung melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan hasil penelitian-penelitian
terdahulu yang menunjukkan ada pengaruh positif atas digitalisasi administrasi
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis dapat dirumuskan :
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H4: Digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat pengaruh pelayanan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pengawasan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dengan digitalisasi administrasi perpajakan (e-tfax system), Direktorat Jenderal
Pajak akan dapat dengan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak karena
memiliki sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan keakuratan data yang
tinggi. Account Representative (AR) yang melakukan pengawasan akan dengan mudah
mengetahui profil risiko dan ketidakpatuhan setiap Wajib Pajak dari data yang tersedia
di kantor pajak. Digitalisasi akan memperkuat pengawasan dalam setiap prosedur
perpajakan karena setiap data atau transaksi yang masuk akan memiliki digital traces
atau jejak digital. Salah satu alasan yang mempengaruhi suatu teknologi dapat diterima
menurut teori TAM adalah kebermanfaatan teknologi tersebut, sehingga dengan adanya
digitalisasi administrasi perpajakan seorang Account Representative (AR) dapat
meningkatkan kinerjanya. Penelitian (Joman et al., 2020) menyebutkan bahwa
diterapkannya e-SPT menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Penggunaan e-SPT memudahkan Account Representative (AR) untuk mengawasi
Wajib Pajak yang belum melapor pajak sehingga AR dapat menerbitkan surat tagihan
dan surat pemberitahuan atas besarnya nilai tagihan pajak yang belum dibayarkan,
memberikan himbauan untuk menyetorkan pajak, melaporkan SPT dan memberikan
usulan pemeriksaan pajak atau penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada seperti
yang dinyatakan dalam penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017). Penelitian (Deli &
Murtani, 2019) menyatakan bahwa pengawasan AR yang efektif memegang peranan
penting untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian-penelitian
tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan dari fiskus dapat meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dan dengan adanya digitalisasi administrasi perpajakan yang memudahkan
AR untuk melaksanakan tugasnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
HS: Digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat pengaruh pengawasan

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pemeriksaan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan
perpajakan Wajib Pajak maupun tujuan lainnya sesuai ketentuan pajak. Untuk
mendukung administrasi pemeriksaan, mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan dan
pelaporan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Aplikasi
Desktop Pemeriksaan (Derik) yang dapat menyimpan setiap prosedur dan tahapan
kegiatan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (SE 10/PJ/2020). Persepsi
kegunaan dalam teori TAM (Technology Acceptance Model) relevan dengan aplikasi
Derik ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem administrasi
perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak juga diharapkan akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menurut perspektif instrumental dan
normatif dalam teori kepatuhan (Compliance Theory) menjelaskan bahwa individu
akan mematuhi peraturan yang ada karena adanya hukuman atau penalti apabila tidak
mematuhi peraturan tersebut. Penelitian (Wahda et al., 2018) menyimpulkan bahwa
semakin baik pemeriksaan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.
Penelitian (Prihastini & Fidiana, 2019) juga menunjukkan jika semakin sering
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pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus akan membuat kepatuhan Wajib Pajak menjadi
semakin meningkat. Penelitian (Ajala & Adegbie, 2020) mengungkapkan bahwa
digitalisasi administrasi berpengaruh positif terhadap penilaian pajak (tax assessment).
Dengan adanya pelaporan pajak melalui e-SPT, maka Fiskus menjadi semakin mudah
untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini akan membuat kesadaran Wajib
Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Hal ini searah
dengan penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017) yang mengungkapkan bahwa
penerapan sistem administrasi pajak yang modern akan meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017),
(Wahda et al., 2018), penelitian (Prihastini & Fidiana, 2019) dan penelitian (Ajala &
Adegbie, 2020) serta Direktorat Jenderal Pajak yang terus mengembangkan teknologi
untuk meningkatkan sistem digitaliasi maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut:

H6: Digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat pengaruh pemeriksaan

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

H,

Pelayanan Pajak (X1) ”
»
H
Pengawasan Pajak (X2) Y > | Kepatuhan WP
—7 | Badan (Y)
. H //1\ ‘
Pemeriksaan Pajak (X3) S |
. H H,
Digitalisasi

Administrasi
Perpajakan (Z)

Gambar 1.
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang didasarkan
pada filosifi positif berguna untuk mempelajari kelompok atau sampel tertentu,
mendapatkan data melalui kuesioner, mengkaji data kuantitatif atau statistik, dan
menguji hipotesis tertentu. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara mengumpulkan
data primer dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk
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menyimpulkan apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. Rumusan masalah
diukur dengan metode kausalitas yaitu masalah penelitian yang menanyakan
keterkaitan yang bersifat sebab akibat antara dua objek pengamatan atau lebih yang
disebut dengan variabel. Data objek penelitian ini adalah data primer yang didapatkan
dengan mengirimkan kuesioner untuk dijawab oleh responden. Unit analisis penelitian
ini yaitu individu yang menjadi responden yang menangani pajak perusahaan dan
berhubungan langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Prosedur Pengumpulan Data

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini yaitu responden dari Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di KPP Cengkareng. Dari populasi tersebut diambil sampel
dengan teknik purposive sampling yaitu sampel dipilih dengan menentukan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan. Responden yang menjadi sampel penelitian ini harus
memenuhi kriteria berikut ini : 1). Wajib Pajak Badan yang sudah terdaftar sebagai
Wajib Pajak minimal selama lima tahun; 2). Wajib Pajak Badan yang pernah mendapat
pelayanan dan pengawasan dari Account Representative dalam periode lima tahun
terakhir ; 3). Wajib Pajak Badan yang mendapat pemeriksaan pajak dalam periode lima
tahun terakhir. Pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner kepada
responden yang terdaftar di KPP Cengkareng. Untuk penentuan jumlah sampel dihitung
dengan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar sebesar 10%.

Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Partial Least Square
(PLS). (Ghozali, 2018) menetapkan cara kerja PLS yaitu weight estimate untuk
menghasilkan nilai skor dari variabel. Metode analisis ini memiliki dua aspek inti
dalam proses pengujiannya, yaitu model pengukuran (Measurement model) dan model
struktural (Structural model).

Model Pengukuran (Measurement Model)

Model pengukuran merupakan proses perhitungan indikator pembentuk
terhadap variabel. Model pengukuran ini biasanya disebut oufer model. Proses outer
model ini dilakukan untuk mengukur seberapa baik keterkaitan setiap indikator dalam
menjelaskan dan merefleksikan suatu variabel dalam suatu pemodelan yang dapat
dicapai dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Pengujian validitas pada outer model yaitu menggunakan uji validitas
konvergen (Convergent Validity) dan uji validitas diskriminan (Discriminant Validity).
Tujuan uji validitas konvergen (Convergent Validity) adalah supaya diketahui
keabsahan dari kuatnya setiap korelasi antara indikator dengan konsep atau
variabelnya. Penilaian validitas konvergen berdasarkan perolehan nilai outer loading
yaitu angka yang dihasilkan dari hubungan setiap indikator terhadap variabelnya dan
nilai outer loading yang diperoleh harus lebih besar dari 0,7. Selain itu Convergent
validity juga didapat dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). AVE
adalah nilai yang dimiliki oleh setiap variabel. Untuk menyatakan suatu indikator itu
valid maka batas minimum nilai AVE harus diatas 0,5 dan jika nilai kurang dari 0,5
maka menjadi tidak valid secara konvergen. Uji validitas diskriminan (Discriminant
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Validity) adalah pengujian untuk melihat apakah dua variabel cukup berbeda satu
dengan lainnya. Apabila nilai hubungan suatu variabel terhadap variabel itu sendiri
lebih besar jika dibandingkan dengan nilai hubungan variabel tersebut dengan
keseluruhan variabel lainnya, maka dapat dikatakan uji validitas disrkiminan sudah
terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data merupakan suatu uji yang mengukur indikator dari suatu
variabel yang terdapat dalam suatu kuesioner. Apabila jawaban seseorang dalam
kuesioner tetap atau hampir tidak berubah apabila ditanyakan dalam kesempatan yang
berbeda, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut adalah reliabel atau handal.
Uji Reliabilitas pada outer model dengan melakukan uji Internal Consistency
Reliability dengan melihat nilai Cronbach’s alpha dan nilai composite reliability.
Variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability
diatas 0,70.

Model Struktural (Structural Model)

Dalam model struktural (inner model) pengujian yang dilakukan untuk
memastikan tingkat kecocokan data dalam model adalah akurat disebut uji Goodness-
of-Fit (GoF). Uji GoF didapatkan melalui pengujian hubungan antar variabel R-Square
(R2) serta pengujian predictive relevance (Q2). Nilai R-Square (R2) merupakan
koefisien determinasi pada variabel dependen. Menurut (Chin, 1998) , nilai R-Square
(R2) sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat) dan 0,19 (lemah). Evaluasi predictive
relevance (Q2) atau Stone-Geisser's Value dilakukan dengan prosedur blindfolding
pada bagian construct cross validated redundancy yang bertujuan untuk mengetahui
kapabilitas prediksi. Rentang nilai evaluasi prediktif relevan (Q2) antara nol sampai
satu, dan apabila semakin mendekati angka satu berarti model semakin baik. Apabila
angka yang dihasilkan 0,02 maka dikategorikan kecil, 0,15 dikategorikan sedang dan
0,35 dikategorikan besar.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah yang digunakan untuk mengukur
kebenaran suatu pernyataan secara statistik apakah ada keterkaitan antara dua variabel
atau lebih dan bagaimana arah korelasi variabel independen dengan variabel dependen,
sehingga keputusan dapat diambil. Model regresi linier berganda dirumuskan sebagai
berikut :

KWP = a + fj, LP+ B, AP+ B, RP+ i, DP + fi_LPDP+ j_APDP+ J_RPDP+ ¢

Keteranpan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Q = Konstania

B = Koefisien Regresi

Lp = Pelayanan Pajak

AP = Pengawnsan Pajak

R = Pemeriksaan Pajak

DPF = Dhgitalisasi Administras: Perpajakan

-} = Siandor emmor
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Uji hipotesis dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengujian inner
model (model struktural) yang meliputi output R-square, koefisien parameter (path
coefficient) dan t-statistik. Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dapat dilihat dari
nilai signifikansi antar variabel, f-statistic dan p-values. Ketentuan yang harus
terpenuhi adalah untuk dapat membuat kesimpulan apakah suatu hipotesis diterima atau
ditolak yaitu angka t-statistik >1,64 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 ( o = 5%)
dan satu arah (one-tailed) serta koefisien beta mempunyai nilai positif. Jika p-value
lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak artinya terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika
p-value lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima artinya tidak ada pengaruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum dan varian.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel N Mean Min Max Stal.ldi?rd

Deviation

Pelayanan Pajak (LP) 100 4,186 2,000 5,000 0,551
Pengawasan Pajak (AP) 100 4,043 1,000 5,000 0,638
Pemeriksaan Pajak (RP) 100 4,182 1,000 5,000 0,653
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (DP) 100 4,695 3,000 5,000 0,494
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 100 4,610 3,000 5,000 0,511

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai mean diatas
4, ini menunjukkan rata-rata responden menjawab setuju untuk masing-masing
indikator yang ada pada setiap variabel. Nilai standar deviasi pemeriksaan pajak yang
paling besar yaitu 0,653 ini menunjukkan bahwa variasi sebaran variabel pemeriksaan
pajak (RP) tersebar paling lebar, yang berarti jawaban responden atas variabel
pemeriksaan pajak sangat bervariasi mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan
sangat setuju. Nilai standar deviasi variabel digitalisasi administrasi perpajakan (DP)
paling kecil yaitu sebesar 0,494 dan nilai mean-nya paling besar yaitu sebesar 4,695, ini
berarti rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju dan rentang variasi
sebaran jawaban juga kecil, ini dapat diartikan bahwa jawaban responden lebih
homogen.

Uji Hipotesis

Sebelum melakukan uji  hipotesis, terlebih dahulu harus melakukan uji
kualitas data yaitu dengan uji validitas dan reabilitas. Validitas dan realibilitas suatu
data dengan melihat nilai AVE, Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Pada
tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel adalah valid dan reliabel.
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Tabel 2
Kualitas Data
. Cronbach's Composite
Variabel AVE Alpha Reliabilitiy
Pelayanan Pajak (LP) 0,807 0,919 0,943
Pengawasan Pajak (AP) 0,648 0,866 0,902
Pemeriksaan Pajak (RP) 0,781 0,944 0,955
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (DP) 0,815 0,975 0,978
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 0,797 0,914 0,940
Tabel 3
R-Square dan Q-Square
. R-Square
Variabel R-Square Adjusted Q-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 0,469 0,429 0,352

Pada tabel 3, Nilai R-Square sebesar 0,469 dan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,429
termasuk dalam kategori moderat, dan nilai Q-Square 0,352 yang berarti model
memiliki predictive relevance yang besar.

Tabel 4
T-Statistik dan P-Values
. Arah Original T-

Variabel Hipotesis Sample (O) Statistics P-Values Keputusan
LP --> KWP Positif 0,190 1,662 0,049 H1 diterima
AP --> KWP Positif -0,038 0,381 0,352 H2 Ditolak
RP --> KWP Positif 0,491 4,340 0,000 H3 Diterima
LP*DP --> KWP Positif -0,210 1,319 0,094 H4 Ditolak
AP*DP --> KWP Positif 0,168 1,017 0,155 H5 Ditolak
RP*DP --> KWP Positif -0,037 0,250 0,401 H6 Ditolak

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4, bahwa Hipotisis 1 diterima karena
nilai #-statistic lebih besar dari 1,64 (1,662>1,64), nilai parameter koefisiennya bernilai
positif yaitu 0,190 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,049<0,05). Hipotesis 2
ditolak, karena nilai z-statistic lebih kecil dari 1,64 (0,381<1,64), nilai parameter
koefisiennya sebesar -0,038 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05 (0,352>0,05).
Hipotesis 3 diterima karena nilai t-statistic lebih besar dari 1,64 (4,340>1,64), nilai
parameter koefisiennya bernilai positif yaitu 0,491 dan nilai p-value lebih kecil dari
0,05 (0,000<0,05). Hipotesis 4 ditolak, karena nilai ¢-statistic lebih kecil dari 1,64
(1,319<1,64), nilai parameter koefisiennya sebesar -0,210 dan nilai p-value lebih besar
dari 0,05 (0,094>0,05). Hipotesis 5 ditolak, karena nilai z-statistic lebih kecil dari 1,64
(1,017<1,64), nilai parameter koefisiennya sebesar 0,168 dan nilai p-value lebih besar
dari 0,05 (0,155>0,05). Hipotesis 6 ditolak, karena nilai 7-statistic lebih kecil dari 1,64
(0,250<1,64), nilai parameter koefisiennya sebesar -0,037 dan nilai p-value lebih besar
dari 0,05 (0,401>0,05).
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Pembahasan
Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa pelayanan pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deli & Murtani, 2019)
yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan Account Representative (AR) berpengaruh
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal yang sama dengan hasil penelitian
(Widomoko & Nofryanti, 2017) yang menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak atas
pelayanan Account Representative dan penelitian (Syahputra & Simanjutak, 2018)
menjelaskan bahwa pelayanan Account Representative mempunyai pengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penelitian (Prihastini & Fidiana, 2019)
juga menunjukkan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak. Hasil penelitian ini juga relevan dengan Teori Perilaku Terencanan (TPB)
menerangkan bahwa suatu perilaku terbentuk karena adanya niat, dan norma subyektif
yang dirasakan. Oleh sebab itu jika Wajib Pajak puas terhadap kualitas pelayanan yang
diterima dari fiskus maka Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi pelaksanaan
kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Pengawasan Pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan penelitian (Widomoko & Nofryanti, 2017) dan (Deli & Murtani, 2019) yang
menunjukkan pengaruh positif atas pengawasan Account Representative terhadap
pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai
dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan tingkah laku Wajib Pajak
dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya, yaitu sikap atau
tindakan Wajib Pajak dipengaruhi oleh niat dan norma subjektif yang dirasakan.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak seperti apapun
yang dilakukan oleh fiskus tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Wahda et al., 2018) menguji
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan
bahwa semakin baik pemeriksaan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak semakin
meningkat dan (Prihastini & Fidiana, 2019) menyatakan bahwa semakin sering
pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus maka akan semakin baik kepatuhan Wajib
Pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan perpektif instrumental pada teori kepatuhan
(Compliance Theory) mengasumsikan bahwa perilaku individu untuk mematuhi
peraturan karena takut adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana
(TPB), tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga
pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk
menghindari sanksi dan penalti yang akan timbul apabila tidak melaksanakan
kewajibannya dengan baik dan benar.
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Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pelayanan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi
perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Night &
Bananuka, 2020) dan (Wahyuni et al., 2020) menunjukkan penerapan e-tax system
secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, juga tidak
sesuali dengan penelitian (Antari, 2019) dan (Astana & Merkusiwati, 2017) yang
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif atas penerapan modernisasi sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maupun penelitian (Wahyuni
et al., 2020) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan e-tax system juga mempunyai
positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan teori TAM bahwa faktor
diterimanya suatu teknologi adalah manfaat dari teknologi tersebut dan kemudahan
penggunaannya. Namun walaupun adanya digitalisasi administrasi perpajakan yang
bermanfaat dan mudah digunakan, tidak memperkuat pengaruh pelayanan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pengawasan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi

perpajakan tidak memperkuat pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak. Pelaksanaan digitalisasi administrasi perpajakan bertujuan menjadikan fiskus
mempunyai informasi data yang terintegrasi dan akurat, sehingga memudahkan fiskus
untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tetapi hasil penelitian
menunjukkan bahwa walaupun adanya digitalisasi perpajakan tidak memperkuat
pengaruh langsung pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Badan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Joman et al., 2020) menyebutkan
bahwa penerapan e-SPT menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan, maupun penelitian (Deli & Murtani, 2019) menyatakan bahwa efektivitas
pengawasan Account Representative mempunyai peranan penting atas peningkatan
kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian
(Antari, 2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif atas penerapan
sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maupun
penelitian (Night & Bananuka, 2020), penelitian (Ajala & Adegbie, 2020) dan
penelitian (Wahyuni et al., 2020) yang menyatakan ada hubungan positif antara e-tax
system dan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori
TAM bahwa faktor diterimanya suatu teknologi adalah manfaat dari teknologi tersebut
dan kemudahan penggunaannya. Adanya manfaat dan kemudahan penggunaan
teknologi tidak memperkuat pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan atas Pengaruh Pemeriksaan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi
perpajakan tidak memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak. Ketika digitalisasi administrasi perpajakan berfungsi sebagai variabel moderasi
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maka tidak dapat memperkuat pengaruh langsung dari pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Ajala &
Adegbie, 2020) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi berpengaruh positif
terhadap penilaian pajak (tax assessment), dan penelitian (Astana & Merkusiwati,
2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang modern akan
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga tidak
sesuai dengan teori TAM bahwa faktor diterimanya suatu teknologi adalah manfaat dari
teknologi tersebut dan kemudahan penggunaannya. Walaupun adanya digitalisasi
administrasi perpajakan yang bermanfaat dan mudah digunakan, tidak memperkuat
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat
diambil adalah pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak badan, tetapi pengawasan pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak badan. Digitalisasi administrasi perpajakan juga tidak dapat
memperkuat pengaruh pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak badan.

Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu peneliti memperoleh data berdasarkan
jawaban kuesioner dari responden, yang disebar saat pandemi, sehingga ada
kemungkinan mempengaruhi jawaban responden dan ada kemungkinan responden
tidak menjawab kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnyam agar dapat meneliti kembali penyebab
pengawasan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan maupun
penyebab digitalisasi administrasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh pelayanan,
pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan
mengganti butir-butir pertanyaan pada kuesioner dan menggunakan kuesioner terbuka
yang berisi pertanyaan mengenai harapan Wajib Pajak terhadap fiskus. Peneliti
selanjutnya juga dapat menambah variabel penelitian lain sehingga akan didapatkan
gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak badan.
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FENDAHULLUAMN

Pajak meropakan salah safu sumber penerimaan Negam vang digunakan untuk
membiaval pembangunan Masional dan meningkatkan kescjahicraan rakvat. Scktor
papk memberikan kontnbusi lebah dan 80% dari scluruh penerimaan Meogara dan
jumlah tersebut harus tercapai. Pada laporan OECT 2020, menunjukkan hahwa pada
iphun 20 E mmio perhandingan perobchan pajok  Indonesia terhodop Penerimaan
Daomestik Broto (POB) wlan fa-fo- GEOF Ratie mmsih wergolong relani rendah yaimm
scekitor 11 %% dibandingkon demgan rats-rotn rosio pajok Negora-Megara anggoia
OECD sebesar 3459%, i samping i, rasho pajak i Indonesia juga cendeming
menurun dar tahun ke tahun, padahal target rasio pajak dan Menten Kevangan adalah
15 %, dan sampai tabun 2020 target tersebut masih belum mencapai. sedanghan target
pemermman pajak setiap ahun kian meningkat, Bendasarkan laporan Lakin [P, tahun
2005 raseo pajak Indoresin wum menjsB 10.7% dan sebelumnya sehesar 11.9% dan
fnhun 2020 kembali tunem menjadi 8,5%3% . Direktorat Jenderal Pajok telah melakukan
berbagai upava untuk meningkatkan keparshan Wajib Pajak. antara lain dengan
melakukan relomast perpajakan dengan perbakan pada lima pibr relormasi wmute
organisasi, sumber daya manusia, basis data dan teknologi informasi, proses bisnis
sena peraturan perandang-undangan,

Salab satn bentuk pereupeln relommass) organisas dan sumber dioa manusia
yaitu sdanya Acconrr Represemonive (AR) di Kantor Pelayanan Pajak yang berfungsi
uniuk memberikon  pelayinan don pengowasan Wajib Pajak sehinggn  dibhompkan
kepatuhan Wajik Pajak akan meningkat. Poda penelivan (Widomoko & MNofreanti,
201 7) sertn penelitian | Syahpurra & Simanjursk 200 8) moaspun penelitian (Pribasting &
Fidiana, 2019 menunjukkan bahwa pelayanan dan pengawasan pajak berpengaruh




Pempursh Pelayanan, Pengawasmn dian Penserilsann Pojak Teshmtap Kepabalan Wajibh

)

positi§l (erhadap keputohun  Wajib Pajak.  Direktorst Jenders] Pajuk  berwenung
milakukan pemenksaan pagk yung bertujuan untuk meénguji kepatuhan pemenuhan
kewajitan Wajib Pajok maapan uniok tujusn lapnya. Scjumbah pepclitian sebelunmya
tentang penganuh pemeriksaun pajak ale keptuhan Wajib Pagak menunjukkan hasil
vong bevbedu, (Tomon et sl 2030 menchi pengamb pemeriksaon pujak terhadap
kepauhan Wajik Pajok Badan memberikon hnsil bahwa kepamhon Wajib Pajok Badon
semakin menomn korena adonva pemedksaan pojak. Demikian jugn hasdl penclitian
(Alshrouf, 2009 wang mengungkapkon kenyvataan bahwa setelah diperitsa pemigas
pajk, kepatubpn Wajib Pajpk malah mengalami penvrunan, Lain haleya d&2ngan
{Wahda et al., 2018} , kesimpulan hasil penelifionnya menunjukkan balwa Wajib Pajak
mienjuci semakin sl pajak setelah sdanya pemeriksaan. Adapuala hosil penelitian ying
memperlihutkan halwa pemeriksaan pupk ek berpengamb pada kepituhan Wajib
Pajnk, yaity penelition (Mugrahonio & Ande NMasution, 2019} dan penelition { Arifin &
Svafii. 2009 Reformasi pecpajnknn [nin vang dilakukan oleh Dreektorar lenideral Pajak
vaitu memperbaikl basis data dan kekookogs informesi dengan mclakukan digialisasa
aldminidras) perpajakan, sehingga dapat menngkotkan meeprites sistzm perpajokan,
Drigitalisasi membunt semua prosedur pajk mempunal jejok digiod otag digcral feeees
vang okin meningkatkan peogawasan dafam setiap proses. Beberapa penelitian
terilabhuly yaity penelitinn (Sifile ¢ al, 28 menjelaskan bahwa wbimyn peningkatan
kepatuhan Wajih Pajak setelnh penempan e-filling. Penclitian {Astana & Merkusiwati,
200 7Y, | Antan, 2009) menjelnskan babam oda peningkatan kepatwhan Wojsh Pojok atas
diteraphamiya sisted adiministras: perpajakan secarn digital. Pesclitian (Night &
Bananuks, X020, penelition (Ajala & Adeghee, 20000 dan penelitian (Wahyuni & ul,,
2024 juen memgunym hosil oyang spma yaite menonjukkan s bubungon positil
amtarn c-nex yeem dan kepatohon perpagakan. Momon demikion penelitian (Audo &
Ishioln, 2021) menunjukkon bahwa dignalizasd perpajukan i Negern  mempunyval
pengaruh pegatif terbodop kepatubon perpajokon. Penclition (Anfin & Syafii, 2019
menyiiskan balhwa diterapkaniya e-billing sera e-fling, tslak aesmpunyal pengandh
prsika ke patahan Wapih Pajuk untuk meovampatkan SPT Tabunannyi.

Fenomenn bubws Rirekiort Jendem] Pajok telah melokukon reformas i biding
perpujakan tetoph Kepatuhan Wajik Pajpk Badon dolom melakukon kewajibannyva masib
belon meningkar secara signifikan, yairu dalam laporan APEN KITA Fehouon 2021,
tingkat kepaluban WPOP Karvowan scbesar 3542% sedungkan tingkal Kepatuhan
Wajib Pajuk Badan hanva sebegir 60,1 7%, Selain itu adanya hasil vang berbeda-boda
pada sejumlah penelition sebefummnyan mengenal pengaruh pelayanan, penguwasan dan
pemenksaan pajak terhadap Kepauban Wapl Pajok, muika peneliticn i akan meigugi
dan menginadisis apakah pelayanun, pengnwasan dan pemeniksaan paok berpengurd
terhadop  kepotuhan Wajih  Pojuk  Bodin. Peneliion imi menggunokon  viriabel
digitalisasi administras] perpojakan sebagnl varobel modemsi, vang poda penelitian
schelumnya merupakan varisbel indeponden, jadi penclitin ini jugs mengusi dan
menganalisie apakah digralisazi  admimisirusd  perpajpdan memodems  pengarah
pelayinan, penpawasan, dun pemeniksaon pagek  werhadnp kepainhon Wagih Pajok
Bl
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REVIU LITERATUR DAN HIMDTESIS

Teori Keputuhan (Complionce Theory)

Teorn kepatubhan (Complionce Theory) vang dipetkenalkan olel (Tyler, 1990)
menyebutkan babhwa dlam Mertur soaolog terdapal dua persepkbl yang mendasar
bapi seorang individu untuk mematuhi hukem, yaite instrumental dan normatif,
Perspekaif insrumemntal membenkan asumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh
kepertingan prbadi dan adanya insentf dan penaln sebagai akibat dari perilaku
merchka. Perspekiil nommatil berkaitan dengan hal vang diyakini sescorang schagai
moral walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendini. Teori Kepatuhan ini
rebevan untuk menjelaskan kepatuhan Wapb Pajak. Waph Pajak pateh melakukan
pembayaran dan pelaporan pajaknva karena sda hokum vang menghamskan Wajil
Pajuk  wniuk  melaksanakon  kewapbannya, Pemspekinl  mstrumental  dalom feon
kepatuhan ini memgosumsikon bohwa perilako  individo mematuhi hukum karena
adamya inscnnifl dan pemalti. sehinggas dengan adanys pengawassn dan pemeriksaai
pajpk akan membual Wik FPajak patub melaksanakan kewajibannya karena takul
dikenakan penalti.

Teord Perilaku Terencama | Theary af Planmed Belavior)

Teon Perilaku Terencana (Theory of Plawred Behavier) dikembangkan oleh
(Ajaen, 1991) vang menjelaskan bahwa Mial dan Perilaku mdivida terbenuk karena
wila gpabungan dan beberapa wnsor yokn sikap ndividu, momn subpeknl, serta perseps
kontrol perilukw. Sikap individu dalam bertindak sdolah keyakinon individu tersebut
secara subpekif. Norma subjekif mempakan alasan seseorang melakukan ataw tidak
melakukan sesuatu dischabkan olch eknan sosial schingga mempengareh penlaku
imdivichs, dan persepsi kontrol perilaka memupakan suatu pengendalian individu tersebat
dalam melakukan suam  tisdakan. Teorn Pernlaku Terencana  bertujuan  unatk
menjelaskon ngkah lako Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan
pelaporan pagakava, vabu sikap stao indakan Wajib Pajak dipengoruhd oleh nian dan
nowma subpektl yang dimsokan. Menurul TPB ini, apabila Wajib Pujak menerinmm
pelaymnon yang memuaskon, adanya pengawnsan dan pemerikeaon pajak. maka
diperkirakan sds peningkatan kepatuban Wapl Pajak.

Teord Model Penerimaan Teknologl ( Technology Accepiance model)

Technoloyy Accepiamee Model [TAM) dikembangkan oleh (Davas, 2001, Teon
imi menerangkan faktor-fakior penentu penenimaan suatu informasi berbasis teknologi
odich individu dan pengamahnys terhadap individu sersebut. Pencrimaan sweans teknologi
dipengaruhi oleh persepsi dan reaks pengguna teknolog i sendid. Tolok whur s
penerimann susty teknolopi ialah persspsi pengguna menpenai kebermanfastan dan
kemudahan pengounaan teknologi terscbut. Sesual dengan teori TAM ind, maka
Direktowal Jenderal Pajak mengembangkan digitalisass administrasi perpajalian yang
mudah digumakan dan Wigik Pajpk menjach tclak ada kesobtan umiuk melakukan
kewajiban perpajakannyn, schingga dihorapkan sda peningkatan kepatuban ‘Wajib
Pajak.
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Kepatuhan Wajib Pajak

Kepituhan pajek biss dirumuskon schognd tindakan tonl dan ondek ol
ketentumn pajak. Menurut (Rahoyu, 20171 kepatubon pajak dibagi menjadi kepatuhan
fornal dan materid Apabila Wajlb Pajuk mcldokan pemdaliaran seodin wniuk
mendapaikan NFWP, menghiung papk ying terutang dom membayarkannya sesua
ketendumn, sers menginimkon lsporan SPT moss dan SPT Talinamwya dengan talak
terlamhat sesuni dengan pernmran pajek, moka Wajib Pajak wesebut sudoh memenuhi
keparuhan pajak sccnm fommal, Pemenvhan kepaomhbon formal sajn tdok cokup, 'Wajib
Pajak jugn homs memenuhi kepatuhan nurerial . Kepatuhan material adalah kendia saar
Wiglh Majak secam sobstansial meliksanakan selonibh kewentuan material pajokl vaiti
menghitung dan menyetor pajok desgan sebenar-benamyn serta mengisi SPT secam
benar dan lenghap sesund Ketentuan pajek vang berlaku, kemudian melaporkannya
setehnm lengging wakin berakhir

Pelayamm Pajak

iKeller, 2073) mendefinisikan peloyonon yuite apabiln saate pibak mensberikan
sesgniu kepoda pikak loinnva yong primsipass bokan berhentuk moter dan sk
menimbulkan kepemilikan apapon. Menumt PME No. ™ mhon 2003, fungse pelayanon
kepada Wajib Pajak vang ditugaskan kepada AR yaitn memproses permobonan Wajib
paajak,. mengusulksn pembetulin tugibon  pajak,  melikukan  komsultisi  pajak,
membiunbing Wajibh Pajek  wpoyo dopot  memenahi bewapban  perpajakannya don
menyelessikan proses pengajusn pengurngsn Pajpk Bumi don Bangunan

Pengaw asan Fajok

(Duulsy et al, 2007 menyalakan babws peigosssn adskab penctapan stunsdar
pelaksannmn dod mwjuan perencanmn, perancongan sastem informos dmbal halik,
perbandingan okrivitas sehenarnya dengan kriterin yang sodab ditenmokan sebelumnya,
pengidentilikasian  dan  pengukumn  penyimpangan seria pengaminlan  langkah
perbiikan yung diperlukan sepava selursh sumbsr doya vang ads pada perosahoan
berfungsi sebagaimang mestioys uniuk  pescapaian fjuan perusahean yang el
dlitentiskan. PME Mo, TOPAE 01415 pasal 4 maenjelaskion balvaa daolam menjalankan
Tungst pengnwisan Acvoo Kepreventiive mempanyin Diges memboat profil Wagpb
Pajnk, memukiahirknn datn Wajih pajak, mengarmlbisis performn Wojih Pajek dan
menpawas: kepammhan pelaksanoan perpajoknn Wagik Pojak, Apahbila ditemmukan
ketidakscsusian maka daput esemberikan bunbavan kepada Wanb  Pajal untuk
memenuhs kewajibamnyi,

Feneriksaan Pajak

Pengertion Pemerik=aan pwka PMK nomor [T tohens 2003 adalah kegiatan
peighimpunan don pengolshan dins, infomasd, dan bukil yvang ada sesual dengan
undeng-undong don mempunynl wjuan woisk memasaikan kepatahan pelaksonaan
kewajiban pajak moupun fojuns Tain sesind depgan endong-undang pajak vang berlaku
Tujuan dori pemeriksasn pajak adabsh unuk meneaii kepanshan permenuhan kewajiban
masan wituk Eujun I.'q.i:|'|:||1l|=|1. Jemis p:rru:l'ikﬂm Flujnk yung ilakukan olch Dirckorat
Jendern! Fajak dapat berapa pemeriksaan lapangan yang dilakukan i tempat tinggal,
temps wsiha, atio wmps bekegn WP, scia termipat lain yang dianggap perlu, dan
pemeriksamn kpnor yang dilakukan di Kanior Peloyanon Pajok.
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Dhigitalizasi Administrasi Perpajakan

Tramslormasi d:iﬂil:‘ vamg beruhoh secarm Juss dun i lh'ul! menimboalkan
tnntangan yong beésar bagi kebijokon publk, termasuk papok. Direkiorat Jenderal Pajak
i labuban relormias h:Lnulup aniforieisd d-l:rlph H:-::l.g:l.ﬂl:!a.uik.an coing lik sviler RIS
maupen sistern pendukung vang lain. Digitalisas wdmininetrasi pempajakan vang
dikemhangkan okeh Dirckiorn Jenderal Pojok melipoti proses  pendofizon NPWE,
proacs pembavoren hingea pelaporan SFT dan dokumen pojak B,

HIPOTESLS

Fengaruh Peloymnan Pajok terhodap Kepatuhan Wajibh Pojak Badan

Wijih Pajuk serng membondingken kualites pelayanas yang mercki terima
dengan harapan atan keinginan yang ada pada persepsi mercka, Apabila pelayanan
pajak vang dilerima sesuai afau diatas haipan Wapb Pajak, maka Wajik Pajak
mengaiakan babad kualias pelayanan fiskis adaloh buik. Sebalikm jika Wajils Pagak
menerimn pelayann yung kumng sesuai dengsn borpan mereka mako ‘Waph Pajok
menyehut pelavonan fiskos sersebot fddak baik. Hal ini relevon dengun Teori Periloko
Terencavan (TPH) mencrangkan bahws sunm perilabn recbenmk kareno adamya nist,
dan porma subsekild vang diresakan, Pada penclitian (Widomobko & Nofrvant, 2007
menpemubikan adanya kualitas pelaysan optimal yang diderima Wajib pajalk seperti
pidnnya samns dan proseraia vang nyaman, jumbah poiugas paguk dibagion pelsyanan
terpady memadal, AR bersikap sopan, remah den dapat menjalin komunikash yong bk
dengan Wiajib Pajuk, pelayvanon dilskokan dengan cepat dan fepat moka nkan ada
pemngkuim keputahan Wb Piajak. Hesl penclition (Wikdomoko & Naolfrwant, 2007)
mengemuknkan hahwa pelayanan Accows Represeniatiy berpenganib positif terhadap
kepatuban Wapb Papk. Penebtian i sesuad dengan  ponchiten (Syahpuia &
simanjuiak, 2008 dan penelition (Prhastime & Faliana, 200%) juga menunjuklan
pelavmun  pagak  memponyai pengansh posinf  lerhadap kepshan Wagib Pajuk,
Berdasarkun penjabaran db aias maka hipotesis dopat dirumuskan:
HI: Peluvanan Pajak berpengirah  positil ferhadap kepatohan Wajib Pajak

Badan.

Fengaruh Pengawasan Pajuk techadap hepatuban Wajib Pajak Badan

Teor kepotohan dan teori perilabu terencana (TPB) vang menvatokan bahwa
sescorang mematuly bukum kareon adenva penalls, dan karena adi feksuan somaal
sthungga teon ini relevan dengan pengawanin dan Acooernt Represemiaive mempunyl
penaanih erhadap kepatubon Wejik Pajok . Pemelitian (Widemoko & Molrvant. 2007)
mengemikakan bohwiy AR yong melokuksn peaguwssan dengan menerbitiun sairal
tapihon odan suraf pemberitabusn atae besarnya nilai tagihon papk vang helum
dibayarkan, menghimban untuk  menyeiorkan pajak SPT masa dan tahunran dan
memberikin gsubin untisk  diakukan pemenksain dan peoyicdikan sesual dengin
Eelenioan  perpaakon yang  mda, okon membeat Waph Pagak  lebih oimematuhi
pelaksannm kewajiban paaknyva. Peaclitian (Deli & Munani, 2009 joga menymakan
kepmiuhan Wajih Pagak yang mendofinrkan sendin uniuk memiliks NEWP, menghitung
dun menvetorkan kemball kekorongon pajskomyva, menghitung dan membayar pajak
teriang, dnn membayvar lsglhan pajak akan  semakin  meningkst  apabila ada
pengawasan duri Accoun? Represemtative. Berdasarkan feori yang telah dijelaskan di
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apas, dun hasl peaclision (Widemoko & Nofrvami, 20070 dan (Debl & Muorcank, J0019),

moka hipodesis dapat dirmuskon:

HZ: mﬂn Papak berpengaruh positll terhadap kepatuban Wajibh Pajak
a &

Penparuh Pemerikamn Pajak terhadap Eepatuhan Wajib Poajak Badan

Perpekiil  instrumental  pads  feon kepatulun  (Compiiance  Theory)
menpusunmsikan bahwn perilokn individy omtuk mematohi - perotoren. korenn kot
alnmya sanvkst san peaalii, don pada fend peslaku ierencann (TPB). tindokan sesearng
dipengnrihi  abeh  normn sabgektl vang dimsakan, sehingga pemeriksaan pajak
mendorong Wajgib Pajak untuk melaksanakan kewalibannya untak menghindan sanksi
dan penali yang akan Ewbal apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik
dan bepar, Beberupa perelitin sebelamnyi yaitn (Wabda et al,, 2008 mengup
pepguruh pemenksoan pajuk terhadop kepatuban Wajih Fapk Badan menyimpoalkan
babvwn pemenksaon pajuk vang semokin baik. moka Eeppiuhon Wajik Pojok semakin
meningknt dan (Prihasting & Fdione, 2009 menyeiakon bobws apobila pemeriksann
pajak yanp dilakukan oleh fiskus semokin sering dilakwkan maka oken seraakin boik
puls kepatuhan Wajib Pajak. Scjalan dengan hasi] penelitan (Wahda et ol 2008) Jdan
pemlitian (Prifasting & Fidiona, 20091 yaim pemerksaon pajak berpenginih positil
terhadap kepatuhun Wajits Pajok Badan. moka hupotesis dapat diremuskin.
H3: FPemeriksaon pajok berpengarah positif terhodap kepotuben Wajib Fajok

Badan,

Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajalean atas Pengaroh Pelavanan Pajak
terhmlap hepatuhan Wajib Pajak Badan

Digitalisasi  admimstrasi  perpejakan akan  memudabkan  fskus  untuk
membenkin pelayonan  pook karema fskus o mempumyal diats svang lengkap ddan
terperingi atas Wajih Pojok tersebur. D fnin pihok, adonyn dukungan lavanan digiol
pads loman DIP online akon memsdabkon Wopib Pajok enuk meloksanakan
pembiyvitan  din pelaponin pajukeva. Teorl  penerimaan  teknoligl  (Teclmolagy
Acceptance Model) menpelaskan babwa faktor yvang mempenganabi diterimanys suoto
t:hu..ll.uhl:l silalah kemudaban peigE s A dan Kebermufaation leknobogl lerssbul,
Dengan adanya bipanan parpagakan online yong mudeh digunakan dibampkon semakin
meningkatnya kepuimhon Wajih Pajak. Penelition Oberd, e oof (2008) menjeloskon
halava penggunaan o-Ilfag yang mudab memboat Wajik Pajak dapar lebih cepar unik
mclapewkan pajaknys schinggs oda peningkatan kepatshan Whajih Pajak. Hasil yang
saoma umtuk penclitlan (Night & Bonanuka, 303, memmjukkon penerapan epay
svsten serta sikap Wajib Pajak terhadap o-far avsrem secara signifikan mempunyid
peigarub positil techadap kepoiubon pajak. Penelitian (Astana & Merkwsiwati, 2007)
tan |a|:|'|:ll|:i|.u| {Antan, II:II."J'} r!n:n'q.'n'lih'.ll.'lv.m hasil Baliwn mlanya I'III:IIFH:I'IIII yung
posiil s diempkommyn astem admmistred perpopekon sanp modemn terhagdap
kepatuhan Wik Pojak. Penclition (Wahsuni et al, 2020 menvotoken  hahwa
kemudnhan penggumnann e-fay avstesn jugn mermpunval positd tersadap kepanzhan
perpajakan. Wagit Pajak vang mengharapkan kemuodaban peloyvanan  pagak  yang
didukung melahu digicilisasi administriasi perpagakan don haal penelitian-penelition
fertabuluy vong menunjokion mda  penganuh posinl otes digislsasi  admimistos
perujakon erhadap kepatuhan Wit Pagk, maki hipotesis dapat dinamaskan ;
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Hid: Digitalisas sdminisirad perpajikan memperkoal peogareh pelayvanin pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Moderasi Digitalisasl Adiministras Perpajaban slas Peogarub Pengawasan Pajak
terhudap Kepatuban Wajib Pajak Badan

Dengan digimlizasi sdminisrasi perpajokan fe-mx mvsness ), Direkroran Jenderal
i’aJ;.l.'In. akumn |h'p.z1! IJI:I"III copal mcndeieksl I.l:li.d:l.lq.'lull.lun Uﬁ'a’ib f"l.l._i,:l]-. karcia
memil ikl sistem teknedogl mformasi vang ennteprasi depgan keakumian data yung
tingei. Aceount Bepresemionive (AR)Y yung melakoken pengnwnsan pan dengan mmsdah
menpeinhed profil dsiko den Kethdak peuhan setdap Wapb Pajuk dar dam san g tersadia
di knnior ek DNgimlisosi skas memperkun pengawessan dolom setnp prosedur
perpuiikan karena setiop dsta ot imnsaksd yong masuk skan memilid digenal moe e
atan jcjak digital. Saloh sat alasan yang mempengamhi soatu weknologl depat diterima
menurt eor TAM sislah kebermunfsatan ieknadogi tersebat, schingga dengan adanya
digitalisasi  adrmimisirasi  perpajakan sestang Avoeert Represertaiie (AR dapo
meningkatkan  kKineranye.  Penelian (omin e al, 200200 mesyehotkon  bakwa
ditermpkanmys ¢-SFT memunjukkon aruh positil’ wechsdap kepmuhan Wojib Pajak Bodon,
Pengpunaan -5 memudabkan Aceownt Representmtive (AR) mnmuk  mengawasi
Wajib Pojuk yang belun melapor pajuk schingga AR dupad menerbitkan surai tagihan
dan surnt pembentabuin atas besamya nilal tagihan pajak vang belum dibayarkun,
memberikon himbauon untuk menyetoekan pajok, melipotkan SPT dan oeemberckan
usuban pemenksoon pajak st penvidikan sesmi dengan peritaran yong sds sepert
vomg dinvainkom dalnm penclitian (Widomoko & Nofrvanii. 20070 Penelitinn {Deli &
Murtami, 20019 memwrtnkon bahvwa pengowssan AR vang efekl memegong perman
penting untuk peningkatan kepatuhan Wajlh Pajak Boadan, Hasil penclitian-penclitian
terscbul memperlilathan bahwa pengawasan dari fiskus dopat meningkatkan kepatuhan
Wagih Pagak dan dengan adamya digitahzasi siministras perpajakan yon g memuodablan
AR unrsk melaksanakan mgasnye, maks hpoiesis dopar dinommeskan sebogal berkun
HE: Dightalisasl sdministrast perpajakon memperkod  pengorub  pengavwasan

pajuk terhndup kepatuhan Wajib Pajak Badan,

Muomlerasi Digitalisasd Administrasi Perpajakan atas Pengarab Penreribsaan Pajak
terhmdup Kepatwhan Wajib Pojak Hdon

Pemeriksaun  pajak  dilakuksn uniek  memostikon  peloksanzan  Kepabehan
pepajakon Wajilh Papk moaupun wjosn  lobnmyve sesoal kewaimn pajak. Uniok
mcndukung adminisirasi pemeriksnan, mulol dard Kegintan persiapon, pelaksanaan dian
pelaporan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak aclah mengembangkan Apliknsi
Deskrop Pemeriksaan (Derikd vang dapat menyvimpan sctiap prosecur dan tahapan
kepginian pemenikssan scsum dengan pemturan yang bedaku (SE HPL20200. Porscpst
lEEI.IIIu-:IrI dalam igor TAM rrﬂ'.'r.ru.lfrrg v Acveptmnce Mewdal ) relevan ﬂ:n]::un :plil‘.u.-.:l
Denk  imy, sehingea dibumphon dopei meningkskon kinerj sistem admimistmss
perpujakan di Dhircktornt Jenderal Pojok. Pemenksson pajak jugn diherupion ahun
meningkatkan kepatuban Wajlh Pajak yoag menuruf perspeltif instromemtal dan
novmatifl dadom teori kepatuhan (Compiiamee Theory) menpeliskan bahwa individu
akan mematuhi peratumn vang ada kprena adonyva hukonas ot penalti apabsln ek
mematubn perauran ersebut, Peoclitan (Wahidi et ol., 2008) menyumgulkan babwea
setnakin taik pemeriksin pojak maka kepatuhan Wigibh Pojok semakin meningkal,
Penclition  (Prihastini & Fidisgna, 200% juga menonjukkan jiks semakin sering
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pemeriksann yung dilukuk en oleh Askus slan membist kepaohan Wik Pajuk menjudi
semakin meningkat, Penclitian (Ajala & Adegbic. 20200 mengungknpkan bahwa
digital isasi adorinistras: berpengareh positil techadap penilaian pajak (fey cosessine),
Drengan adanya pelaporan pigak metalui e-SPT, muko Fekus menjuci semakin mudah
unfuk mendeteks ketidakpatuhon Wajib Pajak. Hal int akan membuat kesadarm Wajih
Fajok dalom menjalankan kewnjiban perpajakmnyn semokin meningkon. Hal ind seansh
dengan penelitian (Adana & Medusbwarl, NIT) vang menpunpkoplan bahwa
pencrapan siaem wdminlstras pajok vang modern okan meninglatcan kesadormn dan
kepatuhan Wajib Pojak. Sesumi denpan perclitian (Asiama & Merkugwatl, 2007,
{Wahda et al. 200E), penelitian (Prihastini & Fdiann, 2009 dan pepslition (Ajalta &
Adeghie, 20205 sern Direktorat Jemdem] Fajok vang terus mengembangkan leknolog
pniuk  meningkiiken sisbem gtk omako hipotesis depatl drimaskan  sehagai
berikut:

Hi: Digitalizasi administrasi perpajakan memperboat pengarub  pemeriksaan

pajak lerhadap kepatuban Wajib Pajak Baden.

Rerangka konsepumal dalom pepslitian ini dapat digambarkon sebaga benikat |

Pelayenan Pajul (X1)
Pengmumnan PMagjak {X2
Prsprliagan Paial (3]
Commbaar 1.
Rerungkn Konse piual
METODE PENELITIAN
Hancangan Penelitian

Penelitian ini meanggunikan metode kunntitaisf vaitu penelitian vang didasarkan
||:||h filosa i Th1uﬁ1 l‘rm'],plnu ik 1|.‘u,-.|'r||'-:l|.|".|.|.r| ldm‘npuk aliy ha:l:lpl:| erienl,
mendupaiken dubp melolel keesioner, mengkaji dotn KuanBiotkl wlan statisik, dan
mienguji hipotesis wrentu. Pengujinn hipotesia dilukukon dengan com mengampuikan
data primser  dan  dissalisls dengan menggunrakan  satsik deskApdf  usnek
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menyimpulkan apakah hipoesis yang diajukan ecbukni atan ndak. Rumusan masalah
divkwr dengan metods kausalitns waitu masalah  pepelition vang  menanyakan
keterbaitan yang bersifal sebab akibat astara dua objek pengamatan atau lebib yang
disebul dengan variabel, Data objek penelitian m adaksh data pomer yang dadapatkan
dengan mengirimkan kuesioner untuk dijpwab oleh responden. Uinit analisis pemelition
imi yaitu individu vang menjadi responden yang menangmni pajak perusahaan dan
berhbungan langsung dengan Kamor Pelayanan Pajal (KPP).

Prosedur Pengumgulan Dats

Populasi vang menjadi subjek penelitian in yvailu responden dan Wajib Pajak
Badan wang terdaftar di KPP Cengkareng. Dan populasi terscbut diambil sampel
demgan teknik parposive sempling yaiu sampel digalih dengan mencntukan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan, Respomden vang menjadi sampel penslitian i harus
memenuhi knterin berikut i - 1) Wajib Pojok Bodon yeng swdoh tendalior schagai
Wajib Pajak minimal sclama lima whun; 2). Wajib Pajak Bodan yang pemah mendapat
pelayman dom pengowasan dari Aecount Represeniarive dolam periode lima tahun
terakhir 2 1) Wajib Pajak Badan yang mendapat pemeriksaan pajak dalarm periode lina
tahun temkhir. Pengumpulan data dengan  mendistribusikan  kuesioner  kepada
responden yang lerdaftar di KPP Cenghareng. Untuk penentuan jumilah sampel dihitung
demgan mmuss Slovin dengan batas toleranst kesalahan sebesar sebesar 105,

Metode Andisis D

Analisis data pada penelitian it menggunakan model Poartal Least Sgnare
(PLS), iGhomli, 201%) menetapkan cora kerjn PLS yoite weight edimale untuk
menghosilkan nilni skor dari variabel. Metode amolisis ini memiliki dua aspek inti
dalam proses pengujiannya, yaim model pengukuran [ Meaarement miodel ) dan maodel
strubklural {Semciural model].

Moddel Pemgukoran (Meauires eal Moded|

Model pengukuran memipakan  proses  perhitungan  indikator  pembentuk
terhadap variabel, Model pengukuran ini bigsanya disebut owrer model. Proses ourer
model ini dilakukan uniuk meagukur seberapa ik keterkaitan satiap indikator dalam
rpi:njﬂmhlm gdan merelekwkan suate vorighel dalam susio prrrnll.-llm ying |Ia|'|ﬂ
dicapai dengon melakukan pengujian validitas dan relinbilitas,

Ujl Validitas

Pengujian validitas pada owrer model wyaitu menggunakon uji  walidites
konvergen (Convergent Validine) dam uji validitas diskriminan (Discriminaer Validiy)
Tupan wji wahiditas konvergen (Comvergend Valadity) adalah  sepaya diketahui
keabzahan dan kwainya setiagp korelasi antara  indiksior dengan  konsep  atau
variabelnya. Penilaian validitas konvergen berdasarkan perolehan nilal ower foading
vailu angka yang dihasilkan dan hubungan setiap indikator erhadap varinhelnva dan
nilni ower doading yang diperoleh hams lebih besar dari 0.7, Selain im Convergent
validity juga didapat dengan meclibar nilai Avergge Varlanee Exrracted (AVE). AVE
ailalah mlun yang dimaliki oleh setmp variabel, Uniuk mewyslakan suaiy indikator i
valid moka batas minimum nilai AVE hams digtes 0.5 dam jika nilai kurang dan (0.5
maka menjali tidak valid secara konvergen, Uji validites. diskriminam §Ehse i mimans
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!-'?Jfl'nll'ﬂ'.l adudnh [H:l'ip.lji.l.lﬂ wntaik  inelihal u[lll'.al]'l dhin  warinhel :ukq} hierbailn sl
dengan lainnyva. Apabila nmilai hubungan suaty variabel terhndap variabel it sendin
lebih besar jika dibadingkan deagan nilal bhubungan varabel lemsebul dengan
kewhurulan variabel lannya, maka dapot diketokan uji validitas disskiminan sudah
ferpemhi

U'ji Relinhilitas

LUji melisbsilitas datn menopakan sumu ofi yvang meogokur isdikator dorl sastu
variabel yong serdapar dalam suntn kuesionee. Apabile jowshan seseomng dalom
kuesioner tetap atag hampic tklak beribah apabila ditnaynkan dalam kesempnian yang
berbeda. miaka dapat dikatakan bahwa ksesioner tersebot adalah reliabel atau handal,
Uj Reliabilitas pada outer mode] demgan  meelakukan aji  Aofersed  Cosatnfeniiy
Relimintoy dengan melibat milal Cronbeed’s alpbe dan nila comipesite  seliabiling.
Yarinbel dinyutukon relinbel jikn nilal Crombach s Afphe dan Compeasite Beliadslive
clisaas i 0

Aodbel Strukaural { Struenieral Wodel)

Dialom model  sirukiuml (faaer eodeld pengofien  yang dilukokesn  umiuk
memastikan tingka kecocokan datn dalam model adalah akurat disebar mji Gondie s
e-Fii 1GoFy U GoF didapatkan melidui pengajian hubungan antar variabel B-Square
(BRI} serta pengujian predictive relevance (Q2). Nilal R-Square (R2) merupakon
v et demermanssi Fmd:| warihezl depenilen, Blenmmi (Chin, POUEY | milat H-.":.l.|-u.l.'l.r|:
(RE2Y sebesar 06T (kua), 033 (medesat) don 009 (lemoh). Evalios peedictioe
relevance (20 otuy SroneGediser's Valee dilakukan dengan prossdur blindiolding
puila huguin eoncrnwr cross validered redundaney wimg berujoan untuk mengetahai
kapabilitns prediksi. Renmng nilal evaluasi predikal relevan (2§ antara nol sampat
s, dum apabila semakin mendekab angka sabo berami model semakin bak. Apabila
ampka vang dibasilkan 002 maka dikategorkon kecil, 0.15 dikafeporikam sedang don
0 A5 dlikaie gorikan besar.

Uji Hipotesis

Pengujian hipsesis merupakon lingkah  yong  digumakan untok  mengukur
kehenuman sumiu permyalaan secorm statistik apakah ada keterkaitan anturn dua variabel
atna lesih dun bagaimana wrah korekasi variobel independen dengun varinbe] dependen.,
schingga keputusan dopat diambdl. Model regresi Linler bergonda di rumuskan scbogai
bkt ;

KWF = a + J,LP- lLAP+ i RP+ J,DP + i, LPDP+ | APDP+ (L RFDF+ o
K.merangar ©

Palmysran Pajak

Diiginiinsi Admisisinn] Pempujal
Standar emor
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Ui hipestesis dupat dilskukan setelnh mendaparkan bkl dar pengijiuon fmer
wodel (model struktural) yang meliputi output B-squore, koefisien pammeter [pamh
coefficien ) dan -eiatstik, Suatu hipotesis dapat diberima atau ditolak dagat dilihat dan
miloy sigmifikans wikar vartabel, rooisiee don povolues, Kelenluan vang  harus
ferpenuhi pdalnh vk dapot memmbual Eesinapulan spakah saato lapobesis dijenmn ata
ditelak yuitu angka t-sincistik =1 648 dengun tingkat signifikensi p-walue 005 | @ = 5%)
dan satu arh fone-raifed ) serta kocflsden beta mempanynl nilad posif, Hka pesalue
lebibh kecil daripoda (0005 meaks HO disolok aminy werdopat pengarb. Schalilnya, jika
previthine lebil besar daripada 0,05 muka HO diterina aninya tidak ada pengaruh,

HASIL DAN PEAMBAHASAN

il

Aumalisks Statistik Deskoripal
Statistik deskripiif memberikan gambaran atau deskripsi suam data yvane diliba
dari milai rata-rata (mean ), sandsr deviasl, minimum, maksimuom dan varian.

Talsel 1
Sintistik lll.'lkriE ir
Varlubel N Meun  Min M nw ot
Pelyunan Pagk (L% M AR 000 soon 048]
Perfavwniss F.l].ﬂ. | APy ([4,1] 2043 | KN 4 KN fRIR
Pe meriksaan Pagk (RP) M 41N N SO0 il £51
Dragitalingsi Addminmtrasi Perpo uben (D 14HI 4,05 A0 S NN 1,44
Kopatuhan Wagt Pajk (KWE) (LS Y 1O 11 (N 1 (1. (1]

Proihan tabe] 1 alapat dilibat bahsa seimus vanibe] mempuava Bilsd mesn dingas
£, ini menunjukkan rlg-raln :Esl'l,:m[en |1.1.H11-j:u'||.'.lh sefufl ok m.us'lﬂ.gﬂhlh.inp
imdikator yang ada poda setimp vanabel. Milai standar deviasi pemenksaon pajak yvang
paling besar yaitu 0633 ini meounjukkan balwa veriasi scharan variabel pemeriksaan
papk (RF) tenebar paling lebhar, yang berurti jawabun responden atas vanabel
pemeriksaan pajok sonpat bervariasi mulai din sanget telak sehig sompai dengon
aangai seqaju, MNilal stamdor devinsi variabel digitalisosi adminisiras] pespajokon (TP
paling kechl yatiu sebesar 0494 dan nilal mean-nva paling besar vain sebesar 4 605, ol
bemrli ma-ratn resporden mengowah sefuju dan sapgal sclujun dan renmtang variasi
seharun jawaban jugs kecil, inl dopal diamikan bahwa jawaban responden lebah
homogen

Uji Hipatesis

Sebelum melakukan ujp  hipolesis,  tedetah  dabole hars melakukan  up
knaditas datn varu dengan uji validites dan reabilifas, Validitas den realibilitas suata
data demgan meliba nilal AYE, Cronbach’s Alpha dan Composie Roliability. Pada
tube| 2 dagar dilshar bahwa semos varobel sdoloh valid dan nelishel.
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Talel 2
- Kunlitas Data
" Crontuch's Compasdie
oo bl Apha  Relability
P Ry san Fuph 1L [EE LR B s
Pengawasan Pajsk i AP (R 11,506 k5012
Peeneriksnan Pojek (B i, 781 i3 8d W iS55
Dlgialuesi Adpindarosl Perpajskon (0P 0519 GAaTE haTE
Boepatuban Wajib Pajpk (W) 0747 084 1 S
Tabel 3
R-Square dan Q-Square
= : H=baguary :
Variahel K- Syuare Adljussted LRI
Kepatubun Wijih Pagdk (KWFP) 0400 04T 353

Pada abel 3, Niloi R-Square sebesar 0460 dan nilab Adjusted R-Squune sehesar (1,429
tewmaak chilom h.:ll!-p-p;n'l misceral, dan mbm L H.quun: {357 yung biernstn el
memiliki predictive relevanee yang hesar

Talbel 4
T-Simisik dun P-% ahoes
Arsh  Original T .
Varlabel gt Sample (D) Stalsics T oumes  Kepufsan
LP = EWp Posatil L] 102 ik HI diberiims
A s KW Positif £ 118 0kl [a3s52 HI Dimnlak
P —= KW Pasiril’ €1 4% 1 4 840 I} HA THierims
L —= KW Pawitil 210 1219 T H4 Duiolak
APYOP -5 KW Posalal Ol 1T m15% HS Drinlak
RP'DP > KWP  Posisf 0037 0250 0400 HDiolk

Hasal pengupan hipotesis dapat dil ihat poda tabel 4, balvaa Hipetisis | diterims karena
nila: r-wrarisiic bebih besar dan |64 (16621 641, miai parpmeter koefisicanya bemilad
positif yaim 0,190 dan nilai powdue lebib kecil dar 005 (0049=005), Hipotesis 2
ditelak, karena nilal rstarsnic lebih kecil dam 164 (0281<1.64), nilal parameter
koefisicnnyn schesar 008 dan nilal pevalue lebdh besar dard 008 (035 20008)
Hiporesis 3 dierimo karena nllal r-maefsde lebih besas dord | 64 (4 340k 0 64), nllod
parameter koefisiennyn bernilal positifl yaltn 0491 dan nilal p-value lebih kecil dasd
005 (DM=D05), Hipotesis 4 ditodak, karenn nilad c-oenisnic lobih kecil dosi 164
i1 310l fedp, nilai parnmeter koelissennya scheser (0,2 10 don nikad p-valiie lebih besar
clar 0405 0 (¥ d=0015), Hipotesis 3 ditnlak, karenn nilab f-srativnic lebih kel dari 1 pd
(1,00 Tl et p, milnd pprumecter koefisionnya sehesar (0,168 dan nilai p-value lebib bewr
clari 005 400, 155=0,05) . Hipotesis 6 ditolak, ksrenn nilai st ebib kecil dari 164
(0 250 ] ey, midal parnmcter Koefssennyn sebiser L0037 dan nifai pevafee lebils lesar
clari (L5 [0 ADI =0 015).
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Pembalasan
Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasal pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa pelayanan pajak
berpengaruh posanl’ dan signifikan terhadap kepatuhan Wagik Papk  Badan, Hasal
pemelition ini sesuai dengon penelition yang dilakokon oleh (Deli & Muortani, 20095
yang menyatikan hahwn kaalitas pelayanan Accown Repressmarive (AR) berpenganuh
positif terhadap kepauban Wajib Pajak, Hal yang sama dengan ksl penclitian
(Widomoko & MNofryant, 20070 vang menguji pengarub keparuhan Wajib Pajak atas
pelavanan Acconnt Represeatative dan penclitian (Svahputra & Simanjutak, 2008)
menjelaskan bahwa pelayanan Accouni Represenfafive mempunysi penganh signifikan
positif terhadap kepathan Wajib Pajak serta penelitian (Prihastini & Fuliana, 2009)
Juga menunjukkan peloyanan pajok berpengaruh posinl terhadap kepatuban Wajib
Pajuk. Huasil penelition ini juga rebevan dengan Teor Periluko Terencanon (TPHE)
menerangkan bahwa suatu perilaku terbemtuk karenn adanya nial, dan norma sabyvektif
yang dirasakan, Oleh schab itu pka Waph Pajak puas terbadap kualias pelayanan yang
diterima dari fiskus maka Wajib Paak cenderung akan lebih mematuhi pelaksanaan
kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan YWajib Pajak Badan

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Pesgowasan Pajak tudak
berpengaruh werhadap kepatubaon Wajib Pajak Badan, Hasil penelinan ini tdak sesua
demgan penelittan (Widomoko & Mofryamti, 2007 dan (Deli & Mumani, 2009) yang
menunjukkan pengaruh positif alas pengawasan Accoi] Represeniattve  lerhadap
pengaruh kepaiuban Wajpb Pajak Ovang Pribadi, Hasal penelitian im juga tilak sesuan
dengan Teori Perilaku Terencana (TPH) yang mengelaskan tingkah laku Wajib Pajak
dalam pemcnuban kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya, yailu sikap atau
limlakan Wajib Pajak dipengaruhi oleh mal dan norma subjeknl yang dirasakan,
Kesimpulan dari peneliian ind menonjukdoan babwa penpgawasan pajak sepenti apapun
vang dilakukan oleh fiskws tidak dapat meningkatkan kepatwhan Wajib Pajak Badan.

Pengarul Pemeriksan Pajak terhadap Kepaiuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penpgujion  hipsdesis 5 memmijukkan  babwn  pemenksaan pajak
berpengaruh  positif dan signifikan ferhadop kepotuhon Wajik Pajak Boadon. Hasil
penelitian ini sesmad dengan penclitian yang dilakukan (Wahdn et al_, 2008) menguji
pengaruh pemeriksoan pojuk terhadop kepatuban Wajth Pajak Badan menvimpualkan
babwan semakin boik  pemeriksomn pajpk makn kepoiuhan Wajib Pajak  semakin
meningkat dan {Prihastini & Fdiana, 20019} menysiakan bahwa semakin sering
pemenksaan vang dilakukon oleh fekes maka akan semakim baok kepatuhan Wajib
Pajuk. Hasil penelition ini relevan dengan perpekiifl. instrumendal pada teon Kepahan
(Compliance Theory] mengasumsikam bohwa  perilaku  individy untuk  memastubi
peraturan karena fakul adanya sanksi stau penalti, dan paca teon perilaku tenzncanm
(TFBR). tindakan seseorng dipengarubi oleh norma subgektil yang dirnsakan, sehingga
pemeriksaan pajak mendorong Wajik Pajak untuk melaksanakan kewajibanmya untuk
menghindari sanksi dan penalt vang akan umbul apabila tdak melaksanakan
kewajibannya dengan baik dan benar,
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Moderasi DMghialisast Adminisirasi Perpajalon aias Pengaruh Pelayamn Pajak
terhadop Kepatuhan Wajib Pojak Badan

Hasi peagujian hipotesis 4 menunjukkan babws digitalessi admimstrase
perpgakan tidak dapasl memperiual pengaruh pelayanan pajak tertadap kepauhan
Wagih Popk Bodan, Hasil penclition ini tidok sesuni dengan penehiion (Night &
Bansnuka, 2020} dan (Wohyeni et al., 2080 menunjukksn pencropon c-tax system
secara signifikan mempunval pengsrsh positll wrhadap keparshan pojak, juga ndak
sesanl dengon penelinan (Anmri, 2009 don (Asann & Merousiwatd, 2007) yong
menunjekkan bahwa adanva pepganah vang posicil atas penerpan modemisasl sistem
addministras perpajakan terbadap kepatuhan Wapb Papak, maupun penelitiin {Wahyuni
el @l 2020 menyatakan babwi kemodohon pengounan e-ins syslem jugn mempayii
pemsinil  erhadap l:.ep.l.l.lul:.uu rujmﬁl.lu.rl Heriiairkan  tenrm TAM  bahwa  Takaor
diterimonys san leknologl sdafah monfior dori tebnolop ersebu don kermisdshan
pengounaannya. Mamon walanpan adanya digitalisasi adminisirasi perpajakan yang
bormanisal dan muedah digunakan, tidak memperkust pengomuh polayanan pajak
terhadap kepatehan Wajit Pajaok Balan

Mumberasi Digitalisast Adminkstras Perpajakan st Pengaruh Peogawiasan Pajak
terhmdap Kepatnhan Wajibh Pajok Bsdan

Hasil pengupan hipotesis 5 menunjukkon babwa  digitalisash admimisimas
perpugikan tdak memperkunt pengomib pengawasan pajak terhadog kepgoohon Wajih
Pajok, Pelukspnnan digitshisust sdminegms perpajukon Berupan menjdikon fiskos
mempunywl informes datn vong leringegrash don skorat, sehingga memudahkon ek
unfuk melkukon peagawisan lerhadap kepatuhan Wagh Paak, tetagn hidl penelitian
menunjukkan bahwa walaopun acanya  digitahsast perpajokan Gdak mensperkiag
pengaruh lngamg pengawasan yang dilakukan oleh fskos techadop kepatihim Wajib
Pajuk Badan. Hal mi bidak sesuad |h|1.g:u1 pl,!'rl.l:l'tmn {Joenan & awl., WA rn:1|.1l.-|.'lnll..u.|:|
bahwa penempan ¢-SFT menunjukkan arh posinl terhaddap kepatuhan Wajsh Pagak
Hadon, moupun penelimn (Deh & Murdani, 2009 mepatakan bahwa elektivitas
pengawasan Accousl Nepresoniniie MOmipunyai poranan peming afas peningkntan
kepatuhan wajib pajak badan, Hasil penelition ini juga tdak sesvai dengan penclitan
CAntar, J009) menjelaskan bahws wendapat penparuh vang posidl atis pemeripan
sisten admiinisteasi perpajakan modem edhodop kepatuban Wojih Pojok, manspui
pencliion (Mipght & Bananoks, 20200, pepelivon (Ajala & Adephie, HiXY dan
penelitian (Wahyanl et al., 20300 yvang menymakon ada hubungan positll antarn e-tax
sysem dan kepoaiuhan perpajnkan. Hosil pesclition imi juga tidok sesani dengan teofi
TAM hahwa Cakior dierimanya sunta ekoolog sdnleh manfaat dom icknologl rersehia
don  kemudahon  penggunasanyis.  Adanvn manfos don kemuodahon  penggunein
tcknodogi tidak memperkoot pensawasan pajuk wrhadsp kepaiuhan Wajgib Pojak Badmn.

Mlomlerasi Digitalizasd Adminisirasi Perpojaken alas Pengarah Pemeribsaan Pajak
ferhwdap Kepatuhan Wajib Pajak Hadan

Hasil pengijian hipolests 6 menunjukkan babwa digialiesd admimsins
perpajakan tidak memperkuont penpanb pemeriksan pajak terhadap kepatban Wajih
Pajuk. Ketiks digialisasi sdmmistrad perpajakan berfungsi sebagai vaciabel masderst
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maka tidak dapat mempedkus pengaruh langsung dar pemerksaan pajak terhalap
kepatuhan Wajib Pajok Badan. Hal ini tidok sesuai dengon pepelition (Ajala &
Adeglie, 20200 menyatakan bahwa digitalisas: sdministrasi berpengarah  positif
terhadap pemlaan papk (tax asesment), dan penehtian (Astana & Merkusiwati,
20N T) yang mensatikon bubhws penempan sistem pdministross pajok yvang modem akan
meningkatkan kessdaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penclitian ini juga tidak
sednid dengan worl TAM babwa fakvor dierimanya swan weknodogi adalah manfaar dard
teknodogi tersebam dan kemsdahan penggunnannya, Walmpun adanya digitalizasi
administrasi perpajakan vang bermanfan dan mudah digenakan, tdak memperkuat
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuban Wajib Pajak Badan,

SIMPULAN, KETEREATASAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan amalisis hasil dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat
diamhil adalah pelayvaman dan pemerikszaan pajak berpengamb  posinf erhadap
kepatuhan wajib pajak badan, tetapi pengawasan pajak tidak berpengamh terhadap
kepatuhan wajib pajok hadan. Digitalisasi sdministrasi perpajakan jugn tidak dapat
memperkusl pengaruh pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajek badan,

Keterbatasan

Eeterbatacnn dari penelition ini ynitn peneliti memperoleh datn berdasarkan
jawabon  kuesioner dani responden, yang disehar spat poandemi., sehingga ada
kemungkinan mempengamhbi jowaban responden dan ada kemungkinen responden
tidnk menjuwah kuesioner sesuai dengin keadoan yang sehenamya,

Saran Untuk Penclitian Selunjutnya

Baran woluk peneliion selanjuinyam agor dapal menehn kembali penyehab
pengmansn  papk  tudok mempengamihi kepotwhan aajib poink badan monupun
penyebab digialisisi administmsi perpojokan tidak memperkust pengaruh pelayanon,
pengawasan dan pemenksaan paak terslap kepatuhan waph pamk badan, dengn
mengganti butir-butir pertinyaan pada Kuesioner dan mengpunakan keesioner terbuka
yang bensi pertanyaan mengenal harpan Wajib Pajak terhadap Giskus. Peneliti
selanpuinya jugs dapal mepambah vanabel pencliian lain schingga alan didapatkan
gamburan sang lebuh  menyeluruh mengenar  faktor-laklor  yang  mempengaruhi
kepatuhan wajib pajesk badan,
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